
GUBER.NUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR  ?AHUN 2O2O

TEN'T3.NG
PERUBAHAN RENCANA KER,JA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI RIAU TAHUN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DSA

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

C.

GUBERNUR RIAU,

bahwa berdasarkan hasil pengendaiian dan evaluasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Riau
Tahun 2020 serta kondisi keuangan daerah yang tidak
sesuai dengan proyeksi Anggaran pendapatan clan Belanja
Daerah Provinsi Riau Tahun 2o'2o, maka Rencana Keria
Pemerintah Daerah Tahun 2O2O perlu dilakukan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan Pasal 343 ayart (1) peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2or7 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengerrdalian dan Evaruasi pembangunan
Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka par5ang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Sena Tata
cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana
Kerja Pemerintah D:ieralr dan Rencana Kerja perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalani tahun bqrjalan menunj'ukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan
Gubernur tentang Perrubahan Rencanar Ke{a pemerintah
Daerah Provinsi Itiau'l'ahun 2020;

Pasal I B ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Repubrik
Indonesia Tahun 194-c;

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan
Undang-Undang I)arurat Nomor 19 Tahun I7ST tentang
Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat I Sumatera
I-3arat, .Jambi cl;in liji:u (l-cmbaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1957 Nornor 75) sebagar undang Unclang (Lembaran
Negara Repubirk Indonesia Tahun 1gS8 Nomor II2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r646);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42I);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aToo);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2I,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t3 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2071,
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 20 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI9 Nomor I57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OI7 Nomor 1312):

9.

10.



1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2O2O (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Provinsi Riau Tahun 2OO9 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor
12 Tahun 2OI7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun
2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2Ol7
Nomor 12);

13, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2OI9
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2OI9-2O24 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2OI9 Nomor 3);

MEMUTUSI(AN:

McnetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2O2O.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Tahun 2020 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) dalam men1rusun Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau Tahun 2O2O, Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun 2O2O
serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2020.

Pasal 2

Perubahan Rencana Ker3a Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III
BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2OI9
s/D TRIWULAN Ir rAHUN 2O2O

KERANGKA F]KONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

PENUTUP



Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2OOg tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Riau Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2OI7 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun
2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Riau Tahun 2OO5-2O25 dan Peraturan Daerah Provinsi
Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2Ol9-2O24.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundanskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Pekanbaru vnnnsrrA

PROVINSI RIAU,

A JAYA

BERITA DAERA PROVINSI RIAU TAHUN 2O2O NOMOR 

Diundangkan di
pada tanggal 
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